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SALINAN

BUPATI MAJALENGEA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGOARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGEA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-

Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah schagaimana lelah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 teniang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6757,
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), scbagaimana telsh diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Eeuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daérah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 83, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 47 38);
Peraturan Pemermtah Nomor 5 Tahun 2009 tontang
Bantuan Keuvangan Kepada Partai Politk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18),
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 4972} scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partal Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161}

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Momor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaaon Barang Milik
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Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan
Anggpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah MNomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemermtah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta  Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tehun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerinteh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembarsn Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor B6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
Schagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Momor 12 Tahunm 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah [Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan




&3,

26,

27,

28,

ik

Berbasis Alkrual Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomaor 1425);
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547) schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang  Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daecrah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungawaben
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungawaban Pengpunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 356 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partal Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanen Umum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 11 14);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembanpgunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447,

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Pengpunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan

Penggunaan Alokasi Angparan untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahsn Alokasi, dan Penggunaan
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Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daecrah ({Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekniz Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20224
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
Peraturan Daerah Kabupaten Magalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka |[Lembaran
Daerah Kabupaten Magalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengla Nomor 12 Tahun 2019 (entang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Daecrah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Dewan Perwakilan Rakvat Dasrab (Lembaran Daesrah
Eabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
Peraturan Daecrah Kabupaten Majalengka Nomor |
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022

Noamaor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

dan
BUPATI MAJALENGEA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

20025,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

3

2

Daerah Kabupaten yvang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Majalenghka,

Pemerintah Dacrah adalash bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintaban yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintehan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Majalengka.

Dewan Perwaldlan Rakyat Daemh vang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan achagal LRSI
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah
vang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam satu tahun anpggaran, yang akan menjadi
penerimaan kas daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
priode tahun anggaran yang bersangkutan,
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima Kembali, bak pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya,

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalash pendapatan Daerah yang diperoleh dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah wvang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesual dengan
peraturan perundang-undangan,

Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya
serta dirinel menurut obyek, rincian obyek dan sub
rincian obyek.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah
pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana
darurat, dan lain-lain pendapatan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang seclanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan vang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengarn tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi secbesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian 1#n tertentu
yvang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba
atas penyertaan modal pada perusashaan milik
daerah; BUMD, milik pemerintah/BUMN dan
perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah
merupakan penerimaan dar berbagai sumber yang
tidak diatur dengan peraturan daerah,

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana
yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi
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Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa,
Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan
yang terdii dari pendapatan bagi hasil dan
pendapatan bantuan keuangan.
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan
Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa
dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi
hibah vang tidak perlu dibayar kembali, vang berasal
dari dalam negeri atau lusr negeri, yang atas
pendapatan  hibah tersebut, pemenntah mendapat
manfaat secara langsung yang digunakan untuk
mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Daerah.
Dana Darurat adalah dana yang berasal dan APBN
vang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana yeng tidak mampu
ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan
sumber APBD sesual dengan peraturan perundang-
undangan,
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainva yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi,
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperfuan mendesak vang
tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya.
Belanja Transfer adalah penpeluamn uang  dard
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya
gan,u"atau dari Pemerintah Daerah kepada pemenntah
esa.
Belanja Pegawm adalah kompensasi yang ditetaplkan
sesual  dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota
DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negarma.
Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang
dar 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan diserahkan Aarau elijuial kepada
masyarakat pihak ketiga.
Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran
bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok
Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual
produlesi atau jasa vang dihasilkan oleh badan ussha
milik negara, BUMD dan/badan usaha milik swasta,
scsual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan schingga dapat terjangkau oleh masyarakat,
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28. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau
jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah lainnyva, Perusshaan Daerah,
magyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yvang
sccara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidok mengikat, serta tdak
secara  terus menerus  yang  bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan  Pemerintah
Daerah.

29. Belanja Bantuan Seosial adalah pemberian bantuan
berupa wang/barang dari Pemerintah Daerah kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif,
yvang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan
terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu bisa berkelanjutan.

30. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk
menganggarkan dana bagl hasil yang bersumber darn
pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada
pemerntah desa atau pendapatan pemerintah daerah
tertentu  kepada pemerintah deaerah lainya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

31. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang
diberikan kepada Daersh Lain dalam rangka
kerjasama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu
lainya.

32. Siea Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD EKabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
berjumlah Rp3.105.392.287.973,28 (tga triliun seratus
lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus
delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
rupiah koma dua puluh delapan sen) terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp3.072.517 287 973 28
Diaerah

T, Etlﬂ.nj,a Epﬂ.ﬂqﬂ.il T. 287 973 .28
Diaerah

Surplus/ (Defisit)  Rp(18.000.000.000,00)

. Pembiayvaan
1. Penerimaan Rp32 875.000.000,00

2. Pengeluaran Rpl4. 875.000.000,00

Pembiayaan Neto  Rp 1800000000000

Siza Lebih Pembiayaan Tahun Fp, 00

Berloenasn:




]

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

clian

ggarkan sebesar Rp3.072.517.287.973,28 (tiga triliun

tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua
ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh

tiga
dar;
i,

b.

C:

(i)

(2)

(3)

[4)

(5)

(L

rupiah koma dua puluh delapan sen), vang bersumber

pendapatan ashi daerah;
pendapatan transfer; dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf & dianggarkan scbesar
Rp656.194.843.617,28 [enam ratus lima puluh enam
miliar seratus sembilan pulubh empat juta delapan
ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujubh belas
rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri
atas:
a. pajak daecrah;
b, retribusi daerah;
¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di

pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah vang sah;
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
huruf a dianggarkan scbesar Rp255.578.303.158,00
(dua ratus lima puluh lima miliar ima ratus tujuh
puluh delapan juta tga ratus tiga ribu serratus lima
puluh delapan rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dianggarkan scbesar RpdS0.115.009.928 44
{tiga ratus delapan puluh miliar seratus lima belas
juta sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan
rupiah koma empat puluh empat sen).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dianggarkan scbesar Rp9.609.821.310,00 (sembilan
miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua
puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d
dianggarkan scbesar Rpl0.891.709.220 84 (secpuluh
miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh
ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma
delapan puluh empat sen).

Paszal 5
Pendapatan transfer sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 3 hurufl b dianggarkan sebesar
Rp2.416.322.444. 356,00 (dua ftrililun empat ratus
enam belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta
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empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima
puluh enam rupiah), vang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

2] Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar
Rp2.274.867.854.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh
puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh
juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

[3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar
Rpl141.454.590.356,00 (seratus empat puluh satu
miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus
sembilan puluh nbu tiga ratus lima puluh enam
rupiahy).

Pagal &
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ pada Tahun Anggaran
2025 tudak dianggarkan.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025
dianggarkan sebesar Rp3.090.517.287.973,28 (tiga triliun
sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua
ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh
puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen), yang

terdir atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1} Anggaran belanja operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 hurul a dianggarkan
sehesar Rp2.363.937.206.956,28 (dua trliun tiga
ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga
puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu
sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua
puluh delapan sen), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b, belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2] Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
i1 huruf a dianggarkan sebesar
Rpl.512.917.902.221 28 (satu tnliun lima ratus dua
belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan
ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah koma
dua puluh delapan sen).

{3) Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul b dianggarkan sebesar
Rp797.872.586.735,00 [tujuh ratus sembilan puluh
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tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima
ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga
puluh lima rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ dianggarkan sebesar RpS1.886.808.000,00
(lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh
enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dianggarkan stbesar
Rpl.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam
puluh juta rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan sebesar
Rp226.455.741.559,00 (dua ratus dua puluh enam
miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus
empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:
belanja modal tanah.
belanja modal peralatan dan mesin.
belanja modal gedung dan bangunan.
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal aset tetap lainnva; dan
belanja modal aset lainnya.
Eet&ma modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar
Rp&53.000.265,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta
dua ratus enam puluh lima rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar
Rp74.186.512.761,00 (tujuh puluh empat miliar
seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas
ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dianggarkan sebesar
Rp55.031.405.533,00 (lima puluh lima miliar tiga
puluh satu juta empat ratus lima ribu lima ratus tiga
puluh tiga rupiah ).
Belanja modal jalan, jaringan dan IrgZasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dianggarkan sebesar Rp81.288.105.000,00 (delapan
puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan
Jjuta seratus lima ribu rupiah).
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar
Rpl4.847 863.000,00 (empat belas miliar delapan
ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam
puluh tiga ribu rupiah).
Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar
Epl148.855.000,00 [seratus empat puluh delapan juta
delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

mEAn R
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Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga schagaimana dimaksud
dalam Pasal Vv hurufl ¢ dianggarkan sebesar
Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

(1} Anggaran belanja transfer scbagaimana dimaksud
dalam Pasal ¥ huruf d dianggarkan scbesar
Ep490.124.249 458,00 [empat ratus sembilan puluh
miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus empat
puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan
rupah), yang terdin atas:

a, belanja bagi hasil; dan
b, belanja bantuan keuangan.

{2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dianggarkan sehesar Rp26.289. 968 358,00
[dua puluh enam miliar dua ratus delapan pulah
sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan
ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

(3} Belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud
pada awat (1} huruf b dianggarkan secbesar
Rp463.834,281.100,00 (empat ratus enam puluh tiga
miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dus ratus
delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 12
Angegaran pembiayvaan daermh Tahun Anggaran 2025
dianggarkan sebesar Rpl8.000.000,000,00 (delapan belas
miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayvaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a8 dianggarkan
sebesar Rp32.875.000.000,00 (boga puluh dua miliar
delapan ratus tujuh pulub lima juta rupiah), yang
terdiri atas:

a. gmisa lebih perhitungan angegaran tahun anggaran
sebelumnya; dan
b. pencairan dana cadangan;

{2] Sisa lebih perhitungan anggaran tehun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dianggarkan scbesar Rp32.875.000.000,00
(tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh
lima juta rupiah).

(3] Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan;

Pasal 14
(1) Angparan pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dianggarkan
sebesar Rpl4.875.000.000,00 (empat belas miliar
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delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), vang
terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal daerah;

Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a dianggarkan sebesar
Ep4.875.000,000,00 (empat miliar delapan ratus
tujuh puluh lima juta rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf b dianggarkan sebesar
Rp10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daecrah mengakibatkan terjadinya
(defisit) sebesar (Rpl18.000.000.000,00) (delapan belas
miliar rupiah);

Pembiayaan netto yang merupakan  selisih
penerimaan  pembiayaan  terhadap pengeluaran
pembiayvaan dianggarkan schesar
REpl18,000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 16
Dalam keadaan darurat termasuk  keperluan
mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat
melakukan pengeluaran  vang belum  tersedia
anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu
vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, vang
selanjutnys dimasukan dalam Perubahan APBD

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025,

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Majalengka dan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran,

Keadaan darurat sebagamimana dimaksud pada ayat

(1) meliputs:

g. bencana alam, bencana non-alam, bencana
sosial dan/atau kejadian huar biasa;

b, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan fatau

. kerusakan sarana/prasarana  yang  dapal
menggangeu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mehput::

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan
dasar masyvarakat vang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah vang bersifat menglkat dan
belanja vang bersifat wajib;

¢. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendal
Pemerintah Daerah dan tidak dapat
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diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian vang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah  dan/atau
masyarakat.

Pagal 17
Uramian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum
dalam Lampiran vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

d. Lampiran 1 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan  Jenis
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. Lampiran [ : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemenntahan
Daerah dan Organisasi;

C. Lampiran [l : Rincian APBD menurut Urusan
Pemenntahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegatan, Sub Kegiatan,
kKelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belarja Menurut
Lrusan Pemerintahan Daerah,
Organigsasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub  Kegiatan
Beserta Keluaran;

€. Lampiran ¥V : Hekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan  Fungsi
Dalam kKerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

£ Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;
. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada

RPIMD dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIIl : Sinkronizasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegpatan pada RKPD  dan PPAS

dengan Rancangan APBD,;

i Lampiran 1X . Sikronisasi Program Prioritas
MNasional dengan Program Prioritas
Daerah;

J- Lampiran X ' Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan

dan Per Jabatan;
k. Lampiran X1 : Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah
dan Investasi Daecrah Lainnya;
m. Lampiran XIll : Daftar Perkiraan Penambahan dan
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Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain- Lain;

fi. Lampiran X1V : Daftar Sub Kegiatan Tahun
jamak (ralty years),

&, Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

P Lampiran XV] : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Perjabaran  APBD sebagai  landasan  operasional
pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupat.

Pasal 19
Peraturan Daerah imi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan
pengundangan Peraturan Daerah 141! dengan
penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 20024

Pj. BUPATI MAJALENGEA
tiel

DEDI SUPANDI

Diundangkan i Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGEKA,

tted

AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR EREGISTERE PERATURAN DAERAH EKABUPATEN MAJALENGEA
PROVINSI JAWA BARAT (7/279/2024)

Salman sesual dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT RAH KABUPATEN MAJALENGEKA,

NIP 19751231 200501 1 031






